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Skripsi ini menganalisis mengenal penerapan prinsip fair trial dalam proses penangkapan tersangka pelaku
tindak pidanaterorisme di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal.
Penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang
pemberantasan tindak pidanaterorisme. Tindak pidanaterorisme yang digolongkan sebagai extraordinary
crime atau kejahatan luar biasa tentunya mendapatkan atensi khusus dari pemerintah dari segi
penanganannya. Aparat yang diberikan legitimasi tinggi dari pemerintah untuk menumpas terorisme
seringkali melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka pelaku terorisme, yang
sering terjadi pada saat proses penangkapan hingga menyebabkan aksi extrgjudicial killing, seperti pada
contohnya kasus QA (19) di Kabupaten Poso Pesisir Utara pada tahun 2020 silam. Indonesia sebagal negara
hukum mengharuskan semua tindakan, baik oleh warga sipil maupun aparat penegak hukum, untuk
berlandaskan hukum yang berlaku guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Meskipun terorisme
digolongkan sebagai tindak pidana khusus, namun dalam proses penangkapannya harus tetap sesual dengan
prosedur yang berlaku, dan mengedepankan nilai-nilai hak asas manusia.

...... Thisthesis analyzes the application of the principle of fair trial in the process of arresting suspects of
terrorismin Indonesia. Thisthesisis prepared by using doctrinal research method. Law enforcement in the
criminal act of terrorism is regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts
of terrorism. The crime of terrorism, which is classified as an extraordinary crime, certainly gets special
attention from the government in terms of handling it. Officials who are given high legitimacy from the
government to eradicate terrorism often commit human rights violations against suspected perpetrators of
terrorism, which often occurs during the arrest process, causing extrgjudicial killings, such as the case of QA
(19) in Poso Pesisir Utara Regency in 2020. Indonesia as a state of law requires all actions, both by civilians
and law enforcement officials, to be based on applicable laws in order to create justice in society. Although
terrorismis classified as a special criminal offense, the arrest process must still be in accordance with
applicable procedures, and prioritize human rights values.
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